





Krisis dalam negeri Ukraina yang berawal pada akhir tahun 2013, berujung 
pada aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia pada Maret 2014. Dengan dalih 
melindungin etnis Rusia yang terancam keselamatannya akibat krisis dalam negeri 
Ukraina yang semakin parah, Rusia secara sepihak melakukan referendum dan 
menganeksasi sepihak wilayah Krimea dari Ukraina. Hal ini jelas telah melanggar 
integritas terirotial Ukraina dan menyebabkan banyak pelanggaran hukum dan 
norma-norma internasional oleh Rusia. Uni Eropa yang keamanan dan 
kepentingannya terancam akibat kebijakan dan tindakan koersif Rusia di 
perbatasan Ukraina merespon keras dengan memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi 
terhadap individu-individu dan badan-badan yang terlibat dan berpengaruh dalam 
langkah koersif Rusia di Ukraina. 
Sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa ditujukan guna 
menekan Rusia agar menarik diri dari Krimea dan mengembalikan identitas awal 
Krimea sebagai wilayah otonomi khusus di Ukraina. Sanksi yang diterapkan 
berbentuk smart sanction yakni pembatasan perdagangan, travel restriction, 
pengskrosan bantuan ekonomi, pembekuan aset-aser keuangan dan aset luar negeri 
dari tokoh penting Rusia kemudian juga mem-black list perusahaan-perusahaan 
yang berperan besar dalam sektor keamanan dan energi di Rusia.  
Namun, meskipun Rusia tengah menghadapi krisis ekonomi akibat 
rendahnya harga minyak, kemudian sanksi ekonomi yang diterimanya juga 
memperparah kondisi ekonomi dalam negeri, Presiden Putin menegaskan posisi 
Rusia yang tidak dalam mode negosiasi dan tidak dapat diganggu gugat terkait 
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Krimea. Krimea menjadi elemen penting dari kepentingan geopolitik Rusia kerena 
menjadi lokasi dari basis angkatan laut Sevastopol, lokasi transit pipa-pipa gas 
Rusia ke Uni Eropa dan mempunyai kedekatan etnis dengan rakyat Krimea. 
Dengan dalih mengembalikan Krimea ke ‘negeri asal’-nya dan melindungi etnis 
Rusia di Krimea Putin menjustifikasi aneksasi Krimea dan kini telah 
menyelesaikan pembagunan jembatan kerch strait yang menghubungkan mainland 
Rusia dengan Krimea.  
Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat alasan dibalik konsistennya 
Rusia atas kebijakan aneksasi Krimea bahkan setelah terdampak sanksi ekonomi 
ditengah kondisi perekonomian yang juga tidak mengguntungkan negaranya. 
menggunakan model stateness dari Blanchard dan Ripsman, dalam penelitian ini 
mencoba melihat level of stateness dari Rusia. Dalam model ini menjelaskan 
bahwa jika pemerintah negara target cenderung tidak mematuhi tuntutan negara  
sender atas sanksi ekonomi yang diterapkannya maka kepatuhan negara akan 
bergantung pada level of stateness. Semakin tinggi level of statenessnya maka 
semakin sedikit kemungkinan untuk patuh pada tekanan sanksi ekonomi dari 
negara sender. Namun, semakin rendah level of  stateness maka kemungkinan 
untuk patuh pada tuntutan sanksi ekonomi semakin tinggi. 
Dalam kasus sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia ini, peneliti 
menggunakan ketiga komponen stateness yakni, decision making autonomy, 
legitimacy dan capacity. Melihat kepada data yang telah diperoleh dari penelitian 
yang berbasis kajian pustaka, untuk komponen pertama yakni decision making 
autonomy, Rusia berada pada level yang tinggi dengan struktur institusional dan 
prosedur pembuatan kebijakan yang sangat terpusat di tangan eksekutif yakni 
presiden Putin sebagai aktor sentral. Putin melihat keputusan menganeksasi Krimea 
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sebagai kepentingan strategis yang tidak dapat lagi dinegosiasikan dan secara 
penuh memanfaatkan stateness Rusia yang tinggi dibawah kendalinya untuk 
mencapai dan mempertahankan kepentingan strategis ini. Meski perekonomian 
Rusia terdampak sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Rusia tidak serta 
merta menarik kebijakannya aneksasi Krimea dari Ukraina.  
Untuk komponen legitimasi, dengan menganeksasi Krimea, Putin 
memperoleh dukungan dan popularitas dari masyarakat Rusia paska aneksasi 
Krimea. Legitimasi yang tinggi dan positifnya pandangan publik Rusia atas 
Presiden Putin terlihat dalam pemilu presiden pada Maret Tahun ini yang mana 
Putin kembali menduduki kursi kepresidenan dengan lebih dari 75% suara. 
Menjadikan level stateness pada komponen ini juga tinggi. 
Untuk komponen capacity, banyak faktor yang bisa digunakan dalam 
melihat kapasitas negara. Disini peneliti mememukan bahwa kapasitas Rusia 
tergolong tinggi karena pada periode 2014-2015 guna menangkis dampak sanksi 
dan pemerintah memberlakukan kebijakan devaluasi Rubel guna menstabilkan 
pendapatan negaranya. Sehingga pendapatan dari pajak dalam negeri tetap stabil. 
Disamping itu, Rusia juga mampu memberikan balasan sanksi ekonomi Uni Eropa 
dengan menerapkan sanksi balik berupa pelarangan impor atas produk-produk 
agrikultur dan makanan. Menyebabkan Uni Eropa kehilangan salah satu pasar 
ekspor terbesarnya. Secara keseluruhan, melihat dari kombinasi ketiga komponen 
stateness diatas maka dapat disimpulkan bahwa Rusia mempunyai kemandirian 
dalam menentukan kebijakan negaranya terlepas dari efek sanksi ekonomi Uni 






Political theory of economic statecraft merupakan model yang sangat 
kompleks yang dikemukakan Blanchard dan Ripsman guna melihat kepatuhan dan 
ketidakpatuhan negara target atas sanksi ekonomi yang diterimanya. Model 
Stateness menjadi faktor domestik yang melihat secara umum kepada sentralitas 
politik dalam negeri dalam merespon sanksi ekonomi. Dalam tulisannya Blanchard 
dan Ripsman juga menyebut terdapat juga faktor internasional yang juga dapat 
menjadi stimulus dalam kepatuhan atau ketidakpatuhan akan sanksi ekonomi. 
Sehingga disaarankan bagi penelitian selanjutnya  diharapkan dapat 
mengkombinasikan semua faktor-faktor baik domestik (stateness) maupun 
internasional untuk analisis yang lebih mendalam guna mendapatkan gambaran 
yang jauh lebih komprehensif terkait konsistensi negara untuk tetap bertahan atau 
mengikuti tuntutan dari sanksi ekonomi yang diterima negaranya. 
Melihat kepada kasus Rusia, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Uni 
Eropa torgolong tidak efektif karena Rusia masih konsisten dengan kebijakan luar 
negerinya terkait Krimea. Sanksi ekonomi tidak hanya menimbulkan dampak 
buruk bagi Rusia namun, juga Uni Eropa sebagai negara sender ikut terdampak 
karena interdependensi kedua pihak. Sehingganya, jika konflik internasional masih 
memungkinkan untuk bisa diselesaikan melalui negosiasi maka sanksi ekonomi 
menjadi kebijakan yang tidak dianjurkan bagi pihak-pihak berkonflik.   
 
 
 
